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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan pemilu, di 

negara mana pun mempunyai esensi yang sama. Pemilihan umum, berarti rakyat 

melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin 

rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan 

kehendak rakyat yang memilihnya
1
. Pemilihan umum biasanya diadakan selama 

5 (lima) tahun sekali. 

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2
 Pada umumnya 

Pemilihan Umum –selanjutnya disebut dengan Pemilu- lebih sering merujuk 

pada pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden yang diadakan tiap 5 

(lima) tahun sekali. 

Masa reformasi pada tahun 1999 membawa dampak signifikan dalam 

sistem Pemilu di Indonesia, setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 

1945, pada tahun 2002, disepakati pemilihan presiden dan wakil presiden yang 

                                                           
1
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta, 

Prenada Media), 332. 
2
 Undang-undang No. 12 Tahun 2003, pasal 1 Ayat (1) 
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2 

 

awalnya dipilih oleh MPR diganti kewenangannya dipilih langsung oleh rakyat. 

Dengan begitu rakyat akan dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan, 

tidak diwakili suara mereka oleh MPR seperti sebelumnya. Dan itu terdapat 

dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang 1945, “Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” 

Demokrasi dikembalikan lagi ke rakyat setelah masa reformasi hingga 

tingkat daerah, pemilihan umum kepala daerah pada awalnya dilakukan oleh 

DPRD sebuah Kabupaten/kota maupun provinsi. Adanya Undang-undang No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengubah sistem pemilihan 

kepala daerah dengan sistem langsung diserahkan kepada rakyat, hal ini 

berdasarkan Pasal 24, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 24 ayat(2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya sangat tergantung 

pada DPRD sehingga realita yang muncul adalah hadirnya fenomena politik 

uang antara kepala daerah dengan anggota DPRD, dimana Laporan 

Pertanggungjawaban (Lpj-kini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

[LKPj]) kepala daerah menjadi komoditas yang dinegosiasikan di antara kedua 

lembaga tinggi daerah
3
. Sehingga kepala daerah lebih mementingkan permintaan 

DPRD daripada kepentingan rakyat, hal ini jelas menimbulkan politik 

kepentingan diantara pemerintah daerah. 

                                                           
3
 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet I. 2009),  11 
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3 

 

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, mekanisme 

pemilihan kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan 

Walikota dan Wakil Walikota) turut diubah, suara perwakilan yang kerap 

dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah ditiadakan, rakyat pun bisa 

memilih langsung calon kepala daerahnya tanpa perlu diwakilkan oleh DPRD. 

daerah diberi hak otonom untuk melakukan pemilihan kepala daerahnya oleh 

penduduk daerah administratif. KPU Kabupaten bertanggung jawab terhadap 

KPU Provinsi, sedangkan untuk pemilihan di tingkat Provinsi KPU Provinsi 

bertanggung jawab kepada KPU Republik Indonesia sebagai pusat otoritas 

kendali. 

Sejak kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo 

dan wakilnya, Jusuf Kalla pada tahun 2014 lalu. Perombakan terjadi di berbagai 

bidang, salah satunya mengenai tata cara pergantian kepala daerah. Melalui 

regulasi baru, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 

Tahun 2014, pemerintahan Jokowi mengubah sistem pemilu yang selama ini 

dirasa kurang efektif dan efisien.  

Dengan berubahnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Mengubah model 

pemilihan yang umumnya dilaksanakan tiap mendekati masa akhir jabatan 

pemimpin atau kepala daerah di suatu Kabupaten/kota/provinsi, berubah 

menjadi pemilihan kepala daerah serentak. 
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4 

 

Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 3 Ayat (1), “pemilihan dilaksanakan 

setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Negara Republik Indonesia. Dan pasal 201 Ayat (1), Pemungutan suara serentak 

dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya 

berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada 

tahun 2015.” 

Adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 merupakan babak baru 

dalam proses Pemilihan Kepala Daerah yang selama ini dilaksanakan menurut 

masa jabatan masing-masing kepala daerah, jadi sebelumnya tiap daerah 

memiliki waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya yang berbeda-beda. 

Sekarang pemilihan umum kepala daerah pun diseragamkan waktunya 

berbarengan dengan Kabupaten lain, sehingga disebut dengan pemilihan kepala 

daerah serentak.  

Menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daetah (Dirjen Otda) Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Johan
4
, mengungkapkan kelebihan 

dalam pemilihan kepala daerah serentak, bahwa secara administratif Pemilihan 

Kepala Daerah secara serentak merupakan keuntungan bagi pemerintah pusat 

untuk perencanaan pembangunan yang lebih sinergi antara pusat dan daerah.  

Lebih lanjut, Pilkada serentak sendiri diklaim mampu mengakomodir 

keinginan masyarakat yang mendambakan pemilihan umum yang efisien dan 

hemat dari sisi pendanaan, sebagaimana diungkapkan oleh Arief Budiman 

                                                           
4
 Djohermansyah Johan  dalam www.tribunnews.com/nasional/2012/09/14/pilkada-serentak-miliki-

kelemahan-dan-kelebihan. diakses pada 11 April 2016 

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/14/pilkada-serentak-miliki-kelemahan-dan-kelebihan
http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/14/pilkada-serentak-miliki-kelemahan-dan-kelebihan
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Komisioner KPU RI.
5
 Pada pemilihan kepala daerah di Sidoarjo pada tahun 

2005 menghabiskan anggaran Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar)
6
. Dengan 

diadakannya adanya pemilihan kepala daerah serentak pemerintah pusat hendak 

menekan anggaran yang biasanya membengkak 2 (dua) kali lipat dari anggaran 

pilkada sebelumnya. 

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2015 tersebut  diatur mengenai KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan  

Gubernur, Bupati,  dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. Dengan begitu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) 

memiliki peran penting dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah. 

Agar tercipta kualitas  Gubernur, Bupati, dan Walikota  yang memiliki 

kompetensi, integritas, dan  kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas 

maka  selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji 

Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten atau Kota (Pasal 38 Ayat [1]). 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan KPU Kabupaten membuka pendaftaran calon kepala daerah 

dan wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 58
7
. Masa 

                                                           
5
 www.kpu.go.id diakses pada 06 April 2016  

6
 Bhima seperti yang tertulis di www.dprd-sidoarjokab.go.id/pilkada-bupati-sidoarjo-kpu-minta-

anggaran-21-miliar.html. Diakses pada 11 April 2016 
7
 Lihat UU No. 32 Tahun 2004 

http://www.kpu.go.id/
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pendaftaran pasangan calon dibuka paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah. 

Setelah pendaftaran ditutup maka KPU Kabupaten akan meneliti 

persyaratan calon yang telah mendaftar. Hasil penelitian akan diumumkan sejak 

tujuh hari penutupan pendaftaran. Sesuai dengan pasal 51 Ayat (2); 

“Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”. Serta dalam Pasal 52 

Ayat (2),“Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. 

Namun jika hasil penelitian KPU Kabupaten menolak calon pasangan 

karena belum memenuhi syarat sejak batas waktu yang telah ditentukan, maka 

calon kepala daerah yang telah diajukan Partai politik atau gabungan partai 

politik tidak dapat mengajukan lagi calon kepala daerah. Disinilah penyebab 

adanya kekosongan calon pasangan kepala daerah yang idealnya lebih dari 1 

(satu) pasangan calon kepala daerah hingga pendaftaran calon kepala daerah 

ditutup. 

Faktor lain yang menyebabkan adanya satu pasangan calon adalah unsur 

politis yang ikut berperan, partai politik atau gabungan partai politik tidak mau 

mengusulkan pasangan calon karena merasa akan menghabiskan sumber daya, 
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biaya, energi, waktu, dan sebagainya, karena kuatnya dominasi petahana. Selain 

itu, sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan 

(pasangan calon kepala daerah jalur independen) pada pemilihan kepala daerah. 

Hal tersebut akan menimbulkan kekosongan rangkaian pemilihan umum 

kepala daerah yang idealnya minim 2 (dua) pasangan calon. Kekosongan 

pasangan calon akan menimbulkan konflik, dan kerugian di pihak masyarakat, 

sementara Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 09 Desember 2015 tidak 

mungkin ditunda. Jika opsi ditunda dipilih justru itu tentu merugikan masyarakat 

hingga pemilukada serentak Pebruari 2017 mendatang. Sementara Undang-

undang yang ada tidak mampu mengakomodasi masalah tersebut. Solusi utama 

dari Undang-undang adalah penundaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 121 

ayat (1) “Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, 

gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan 

terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan 

Pemilihan Susulan”. 

Dalam frasa “gangguan lainnya” menunjukkan interpretasi luas bahwa 

pemilihan bisa terancam ditunda jika mengalami suatu kendala, dalam kasus ini 

salah satunya adalah kurangnya pasangan calon kepala daerah kurang dari 2 

(dua) pasangan. Sebab salah satunya jalannya pemilihan Kepala Daerah adalah 

terdapat minimal 2 (dua) pasangan calon. Dalam Undang-undang pun tidak ada 

solusi yang diberikan selain penundaan pemilihan hingga pemilihan kepala 

daerah serentak berikutnya di tahun 2017. 
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Terkait adanya fenomena politik tersebut yang tak mampu diakomodasi 

oleh konstitusi, akhirnya Effendi Gazali seorang dosen Pascasarjana Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia 

mengajukan permohonan pengujian Undang-undang No. 8 Tahun 2015 ke 

Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2015. Tujuan utamanya dari pengujian 

Undang-undang tersebut adalah untuk mengembalikan hak rakyat dalam 

pemilihan kepala daerah yang terancam ditunda sebab adanya 1 (satu) pasangan 

calon. 

Tidak semua daerah pemilihan di Indonesia yang mengalami masalah 

adanya satu pasangan calon, hanya beberapa daerah saat permohonan pengujian 

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 diajukan, yaitu kota Surabaya (Jawa Timur), 

Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten 

Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kota Mataram 

(Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara 

Timur).  

Dikabulkannya sebagian Pengujian Undang-undang menjadi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 disusul keluarnya Peraturan 

KPU No. 14 Tahun 2015 tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi 

mengakibatkan tata cara pemilihan diubah, salah satunya jika umumnya kertas 

suara berisi minimal gambar atau foto dua calon pasangan, dalam surat suara 

terdapat font/tulisan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU” dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sejatinya merupakan 
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interpretasi suara pemilih “SETUJU” satu pasangan calon menjadi kepala daerah 

maupun “TIDAK SETUJU” satu pasangan calon  menjadi kepala daerah, jika 

mayoritas suara menyatakan “TIDAK SETUJU” maka pemilihan kepala daerah 

akan ditunda hingga pemilukada serentak selanjutnya, yaitu di tahun 2017. 

Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar termasuk 3 (tiga) Kabupaten 

di Indonesia yang hampir dinyatakan gagal menyelenggarakan pemilihan kepala 

daerah serentak karena satu pasangan calon, KPU Kabupaten Blitar telah 

membuka 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran. Kuatnya dominasi petahana 

membuat bakal calon pasangan lain untuk bersaing dengan petahana, Drs. H. 

Rijanto. 

Selain itu ada nama partai besar pengusung pasangan calon petahana 

Rijanto – Marhaenis Urip Widodo (RIDO) dibelakang pasangan ini, PDI 

Perjuangan dan Partai Gerindra.
8
 Sehingga, partai-partai lain lebih memilih jalan 

aman untuk tidak mengeluarkan jagoannya untuk bertarung di bursa pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Blitar melawan calon kepala daerah yang berstatus 

petahana tersebut. 

Sementara dalam Hukum Tata Negara Islam (fikih siyasah) tidak 

ditemukan kasus penundaan pemilihan hanya karena tidak memenuhi jumlah 

ideal pasangan calon pemimpin. Sejatinya, proses pemimpin pada masa Islam 

                                                           
8
 News.okezone.com/read/2015/09/29/519/1223090/kabupaten-blitar-akhirnya-gelar-pilkada-dengan-

calon-tunggal. Diakses pada 12 April 2016 
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10 

 

dilakukan oleh Ahlul Hal Wal al-Aqdi atau dewan pemilih
9
, dan tidak memiliki 

proses administratif yang sulit seperti saat ini.  

Menurut Ibnu Taimiyah, untuk menempati calon pemimpin adalah 

memilih yang paling layak dan sesuai. Lalu diseleksi diantara calon memiliki 

kualitas tinggi. Dan dipilih diantara mereka kualitasnya yang paling tinggi dan 

mampu memegang amanah sebagai pemimpin. Dengan demikian amanat telah 

dilaksanakan dan kewajiban dalam bidang ini.
10

 

Lebih lanjut, ada 3 (tiga) kriteria yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah 

sebagai syarat seorang menjadi pemimpin : 

1. Ashlah (kapabilitas) 

2. Afdhal (utama) 

3. Amanah (kredibilitas)
 11

 

Mengenai pemilihan pemimpin dalam Islam, sering kali merefleksi pada 

masa kekhalifahan. Sebab, pada masa kekhalifan sistem pengangkatan yang 

digunakan berbeda-beda tergantung situasi saat itu, sebagaimana ditegaskan oleh 

Philip K., bahwa Madinah pada periode al-Khulafa al-Rasyidin merupakan 

negara republik dalam sistem kepala negara ditentukan langsung oleh pemilihan 

rakyat. Jadi tidak ditentukan minimnya calon pasangan yang dipilih akan 

menentukan dilanjutkan atau ditundanya pemilihan calon al-Khulafa al-

Rasyidin. 

                                                           
9
 Imam Al Mawardi, Al Ahkamus As Sulthaniyyah, terjm, cet. II, (Jakarta, DArul Falah, 2006), 3 

10
 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyyah Etika Politik Islam, terjm  (Surabaya, Risalah Gusti 1995),  10. 

11
 Ibid, 11 
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Dalam sebuah hadits disebutkan, “Barangsiapa yang bersumpah, dan dia 

melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan 

tebuslah sumpahnya.“. Menjadi dasar bahwa jika ada seseorang yang secara 

kapabilitas lebih baik darinya untuk memimpin, maka jadikanlah ia pemimpin. 

Semasa hidupnya Rasulullah saw. tidak pernah menitipkan pesan atau 

mencontohkan cara memilih pemimpin, siapa yang akan menggantikan beliau 

saat wafat nanti, sehingga sepeninggal beliau terjadilah perselisihan ketika 

proses pengangkatan pemimpin pengganti Rasulullah saw., yaitu antara kaum 

Muhajirin dengan kaum Anshar. Setelah debat panjang, akhirnya secara 

demokratis, mufakat antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar disepakati Abu 

Bakar As-Shiddiq menjadi pemimpin mereka menggantikan Rasulullah saw.. 

Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai 

penggantinya, dan diminta persetujuan kepada rakyat. Sebelumnya beliau 

meminta pendapat tentang Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat lainnya. 

Lalu pada masa Umar bin Khattab, sebelum wafat Umar bin Khattab telah 

membentuk dewan formatur untuk memilih penggantinya sepeninggal beliau. 

Dalam proses pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab wafat 

terdapat dua kandidat calon khalifah, yaitu Ustman bin Affan dan Ali bin Abi 

Thalib, berdasarkan kesepakatan dewan formatur yang khalifah Umar bentuk 

sebelum pemungutan suara dilakukan terhadap dua calon khalifah, akhirnya 

terpilihlah Ustman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. 
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  Setelah Ustman bin Affan wafat karena dibunuh, akhirnya Ali bin Abi 

Thalib menjadi calon yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti Ustman bin 

Affan. Sebenarnya pemilihan Ali sebagai pemimpin hampir sama dengan 

pelaksanaan yang digunakan waktu mengangkat Ustman bin Affan. Namun, 

bedanya, hanya terdapat Ali sebagai calon dalam proses pemilihan ini. Akhirnya 

Ali bin Abi Thalib menerima pengangkatannya sebagai al-Khulafa al-Rasyidin. 

keempat. 

Namun ada perbedaan dengan sistem republik, jabatan kepala negara ada 

batas masa jabatannya, sementara al-Khulafa al-Rasyidin. tetap menjabat selama 

mereka patuh dan tunduk kepada syariat Islam dan jika pergantian dilakukan 

apabila khalifah telah meninggal dunia.
12

 Oleh karena itu, dalam konstitusi 

negara kita tidak mengenal pemimpin seumur hidup, pasti ada batasnya. Namun, 

dalam proses pemilihan pemimpin atau kepala daerah sering kali menjadi 

polemik yang tiap waktu akan menarik untuk dikaji.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis bermaksud 

mengangkat tema tersebut sebagai tugas akhir dengan judul, “Tinjauan Fikih 

Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Satu  

Pasangan Calon  di Kab. Blitar Tahun 2015” 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

                                                           
12

 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fathur Rahman,  73. 
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a. Syarat-syarat calon kepala daerah menurut Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

b. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon 

c. Pengaruh petahana dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar 

d. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar dengan satu 

pasangan calon 

e. Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan pemimpin atau kepala 

daerah dengan satu pasangan calon 

2. Batasan Masalah 

a. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar tahun 2015 

b. Analisis Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar tahun 2015 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan satu calon 

pasangan di Kabupaten Blitar tahun 2015? 

2. Bagaimana analisis Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan umum 

kepala daerah dengan adanya satu pasangan calon di Kabupaten Blitar tahun 

2015? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian/penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian/penelitian yang telah ada
13

. Adapun skripsi mengenai tentang masalah ini 

diantaranya yaitu: 

1. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 38 (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Skripsi oleh Nur Mukhlisah ini mengangkat 

tentang bagaimana mekanisme pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan hingga 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut PP No. 6 

Tahun 2005 ditinjau dari Fikih Siyasah.
14

 

2. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 

2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Skripsi yang ditulis oleh M. Agus Hariyanto ini 

lebih dalam mengkaji Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 yang 

menyimpulkan bahwa sistem pemilihan, hingga pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara keseluruhan sangat bertentangan 

dengan sejarah perpolitikan umat Islam, penerapan PP tersebut belum 

                                                           
13

 Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 9. 
14

 Nur Mukhlisah, Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dalam Pasal 38 (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Surabaya: Siyasah Jinayah, 2005), 77 
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menunjukkan kemaslahatan umum, karena dalam proses pelaksanaannya 

masih rentan terjadinya konflik.
15

 

Dari beberapa uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang pernah ada. Dalam 

penelitian kali ini lebih fokus dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

dengan satu pasangan calon dalam sebuah daerah pemilihan khususnya di 

Kabupaten Blitar pada tahun 2015, dan tinjauan Fikih Siyasah terhadap 

pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu pasangan calon. 

E. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar 

yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah dengan satu pasangan calon. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek 

yaitu : 

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk menyusun 

hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan 

                                                           
15

 M. Agus Hariyanto, Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Skripsi 

Surabaya, Siyasah Jinayah, 2005), 81 
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memperluas khazanah ilmu pengatahuan tentang satu pasangan calon dalam 

Pemilihan Kepala Daerah yang secara bersamaan waktunya dilaksanakancdi 

Indonesia. 

2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

pertimbangan bagi Fakultas Syariah dan Hukum apabila ada masalah yang 

berkaitan satu pasangan calon pemilihan Kepala Daerah serentak di 

kemudian hari. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempertegas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami 

maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukannya definisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Fikih Siyasah adalah ilmu hukum dalam bidang Syari’ah yang mengatur 

hubungan antara warga  negara dengan lembaga negara yang satu dengan 

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif 

suatu negara.
16

 Ditegaskan bahwa dalam penelitian ini adalah fikih siyasah 

dusturiyyah. 

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada, Pilkada, adalah sebuah 

pemilihan Bupati dan wakilnya di Kabupaten Blitar dengan pasangan satu 

calon pada tahun 2015 dan dimenangkan oleh H. Rijanto sebagai bupati dan 

                                                           
16

 H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 31. 
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Marhaenis Urip Widodo sebagai wakil bupati dengan perolehan suara 

“SETUJU” sebanyak 428.075 dan “TIDAK SETUJU” 76.121.
17

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian 

kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang 

menekankan pada pustaka (data-data sekunder) sebagai suatu objek studi. 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

sumber literature yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Blitar khususnya yang berkaitan dengan satu pasangan calon. 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah :  

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

c. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 

d. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 

e. Peraturan KPU Kabupaten Blitar tentang mekanisme Pemilihan  

                                                           
17

 Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Blitar No. 146/Kpts/kpu-kab/014.329671/xii/2015 
18

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3 
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f. Laporan Pilkada Serentak KPU Kabupaten Blitar 

3. Sumber data 

a. Sumber Primer : 

1) Dokumen yang berbicara tentang Surat Keputusan KPU RI maupun 

Kabupaten Blitar tentang pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon 

b. Sumber Sekunder : 

1) Al Ahkamus As Sulthaniyyah oleh Imam Al Mawardi 

2) Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam oleh Dr. 

Muhammad Iqbal, M.Ag 

3) Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikirian oleh Prof. Dr. J. 

Suyuthi Pulungan, MA 

4) Fiqih Demokrasi, oleh Rapung Samuddin, Lc. MA. 

5) Siyasah Syar’iyyah; Etika Politik Islam oleh Ibnu Taimiyah, dan 

6) Buku-buku lain yang ditulis sebagai rujukan di Bab II 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Setidaknya terdapat dua cara studi kepustakaan
19

 yang dugunakan sebagai 

berikut: 

a. Wawancara kepada Komisioner KPU Kabupaten Blitar tentang 

pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon, yang mana KPU 

Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara. Dan kepada beberapa 

                                                           
19

 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 5. 
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masyarakat Kabupaten Blitar sebagai peserta pemilihan tentang 

pelaksanaan Pilkada Blita dengan satu pasangan calon pada tahun 2015. 

b. Membaca dokumen yang tersedia, seperti Undang-undang dan berita dari 

media massa yang menampilkan informasi tentang Pilkada dengan satu 

pasangan calon di Kabupaten Blitar tahun 2015. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek 

kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang 

lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.  

b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika 

untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya. Sehingga akan 

data yang diperoleh bisa dipaparkan dengan sistematika yang runut. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk 

memperoleh data sejelas yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah 

dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar.  

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan, 

pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang  

diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan 

satu pasangan calon yang terjadi di Kabupaten Blitar sehingga diperoleh 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami materi pembahasan, maka akan 

disusun dalam 5 (lima) bab yang akan dibagi lagi dalam sub-sub bab, sebagai 

berikut: 

Bab I , berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II  berisi landasan Teori. Berisi pengertian fikih siyasah, pemimpin 

dalam Islam, hukum pengangkatan pemimpin, syarat-syarat pemimpin menurut 

fuqaha dan metode pengangkatan pemimpin. Pemilihan umum ditinjau dari 

konstitusi, unsur-unsur. 

Bab III  berupa penyajian data yang berisi tentang pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Blitar, mulai dari tahap penjaringan calon kepala 

daerah, hingga akhirnya terdapat satu pasangan calon yang disahkan oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilihan, yang sesuai dengan PKPU No. 

14 Tahun 2015 serta hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Blitar tahun 2015. 

Bab IV, memuat analisis Fikih Siyasah mulai dari pelaksanaan Pilkada 

dengan satu pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang terpilih 

resmi menjadi kepala daerah di Kabupaten Blitar tahun 2015. 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dari Bab pertama 

hingga bab terakhir yang telah diuraikan sebelumnya. 


